Komnas Perempuan dalam 
Liputan Media Massa 2007-2009
Oleh: Diah Irawaty

I. Pendahuluan
Media massa merupakan elemen penting dalam kampanye dan distribusi informasi terkait hak-hak perempuan dan keadilan gender. Lewat pemberitaan dan liputan tentang berbagai isu perempuan dan gender, media massa dapat mempengaruhi cara pandang para pembacanya, untuk semakin berperspektif perempuan dan sensitif gender atau, sebaliknya, semakin bias gender. Karena itu, Komnas Perempuan sebagai lembaga negara yang berkomitmen terhadap penguatan hak-hak perempuan dan keadilan gender memiliki kepentingan dan kebutuhan besar terhadap intervensi media massa, khususnya untuk memberitakan program-program Komnas Perempuan sehingga pesan-pesannya bisa lebih menyebar dan sampai di masyarakat lebih luas. Komnas Perempuan yang didirikan sejak tahun 1998 sudah menginjak usia 11 tahun di tahun 2009 ini dan ternyata masih banyak publik yang belum mengetahui Komnas Perempuan beserta fungsinya.
Analisa liputan media ini ingin melihat seberapa jauh keterlibatan media dalam meliput berita dan kerja/program Komnas Perempuan. Selain itu, analisa ini ingin menelesuri bagaimana media mengomentari dan menuliskan berita-berita tersebut dan bagaimana juga mereka menuliskan dan menganalisa isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Liputan media, cetak maupun elektronik pada periode 2007-2009 terhadap kerja-kerja Komnas Perempuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini mengindikasikan bahwa Komnas Perempuan sedikit demi sedikit mulai diakui keberadaannya, khususnya dalam merespon persoalan-persoalan kaitannya dengan perempuan yang sedang terjadi di bagian wilayah manapun di Indonesaia. Respon cepat dan tanggap sangat diperlukan dalam menyikapi satu permasalahan yang tengah dihadapi perempuan Indonesia, tanpa memandang faktor pendidikan, usia, status sosial dan ekonomi, agama, suku bangsa, adat dan faktor geografis wilayah tempat tinggalnya.  
Akhirnya, analisa media ini menjadi sumber material yang penting bagi Komnas Perempuan dalam melakukan proses refleksi sehingga bisa melakukan berbagai program penguatan hak-hak perempuan dan keadilan gender dengan kualitas lebih baik lagi di masa yang akan datang.

II. Sumber
Berdasarkan data Komnas Perempuan yang ada sejak Januari 2007 sampai September 2009, ada 247 berita yang diliput oleh media massa. Berdasarkan dokumentasi dan pemantauan Komnas Perempuan, ada 110 media, baik cetak maupun elektronik/online dan tabloid serta jurnal yang mengeskspos, mulai surat kabar nasional, seperti Kompas, Media Indonesia, Suara Pembaruan, Koran Tempo, Sinar Harapan, Harian Merdeka, The Jakarta Post, Republika, dll maupun media daerah, seperti Tibune Batam, www.kotabogor.bersih, Radar Cirebon dan beberapa situs online di beberapa lembaga/institusi, seperti: Acehlongnews, Menkokesra, Dirjen HAM, www.elshinta.com, www.rahima.or.id, www.ypha.or.id dan lain-lain. 
Liputan media tersebut memuat berbagai isu perempuan dan kegiatan yang dilakukan Komnas Perempuan dan isu yang sedang diusung dan diperjuangkan Komnas Perempuan. Bila dirinci lebih detail lagi, maka berita yang diliput media akan terlihat peningkatan. Tahun 2007, ada 86 liputan, kemudian pada tahun 2008, mengalami penurunan hingga 71 dan pada 2009 kembali mengalami peningkatan menjadi 90 liputan. 
III. Isu-isu Kunci

Periode dua tahun memang bukan waktu yang singkat untuk melihat perguliran isu yang sedang berkembang di Indonesia. Isu perempuan yang sering muncul dan diliput media dan kaitannya dengan kerja/program Komnas Perempuan ataupun isu yang sedang dikawal dan diperjuangkan Komnas Perempuan. Berikut peta isu-isu kunci selama dua tahun tersebut yang tersebar di beberapa media massa: 
· Perempuan dan Pemilu (representasi politik perempuan dan pendidikan politik perempuan)
· Kekerasan dalam rumah tangga

· Qanun Jinayat dan Perda diskriminatif; kontrol tubuh perempuan

· Kementerian Pemberdayaan Perempuan

· Undang-undang Pornografi

· Perdagangan Perempuan (trafficking)
· Pekerja rumah tangga dan buruh migran

· Hak perempuan yang masih diintimidasi

· Pelecehan seksual dan perkosaan 

· Pendampingan dan pemulihan korban

· Perlindungan saksi dan korban

· RUU Peradilan Agama

· Hukum keluarga (family law)
· Kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan perempuan

· Perempuan penyintas dan pembela HAM

· Poligami

· Perempuan di wilayah konflik

· Kekerasan terhadap perempuan

· Migrasi dan kemiskinan

· Diskriminasi upah terhadap perempuan

· Pejabat publik sebagai pelaku kekerasan 

· Perlindungan anak

· Pengadilan HAM yang tidak berperspektif gender

· Perempuan dan anak Ahmadiyah mengalami diskriminasi berlapis

· Pelannggaran HAM perempuan masa lalu (trauma perempuan korban kekerasan seksual Mei 1998; suara perempuan Tragedi 65)

· Pemenuhan hak korban
· Kampanye anti kekerasan terhadap perempuan

· Standar perlindungan pekerja migran dan pentingnya ratifikasi Konvensi Buruh Migran dan Keluarganya
· Tantangan perempuan adat
IV. Kegiatan dan Program

Tahun 2009
Di tahun 2009, ada beberapa event yang mendapatkan ruang publikasi di media. Di antaranya, peluncuran dan diskusi buku Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan. Berita yang dimuat cukup merepresentasikan acara tersebut dan pesan yang ingin disampaikan cukup termuat dalam media tersebut (Progresif, 27 April-4 Mei 2009). Meski tidak mengulas berita dan analisa secara lebih mendalam, hanya satu halaman berita dengan isi yang padat yang menjelaskan dengan keberadaan dan fungsi Komans Perempuan kaitannya dengan fungsi pemantauan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, cukup tergambarkan dan memberi informasi tentang isi acara tersebut. Misalnya saja, kalimat “Komnas Perempuan bersama beberapa institusi agama mencoba membuat sebuah cara berteologi baru tentang bagaimana institusi agama mendengar, memaknai serta menjawab suara-suara perempuan korban dalam upayanya mendapatkan keadilan.” Buku ini juga menjadi cermin proses perjumpaan institusi agama secara langsung dengan para perempuan korban kekerasan di komunitasnya masing-masing. 
Event lainnya adalah Peringatan Hari Kartini, 21 April 2009. Beberapa media meliput acara ini. Ada dua media yang membahas secara mendalam acara ini, yaitu Republika.co.id dan Sijori Mandiri Suara Hati Masyarakat Kepri. Sementara berita yang dimuat oleh Kompas-tv.com tidak lengkap dan hanya sedikit memuat isi acara tersebut.  Namun demikian, dengan terliputnya event ini oleh beberapa media, menunjukkan bahwa kegiatan Komnas Perempuan dan isu yang diangkatnya menjadi perhatian publik juga. Peringatan Hari Kartini yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menegaskan penghargaan terhadap perjuangan perempuan. Berita ini cukup diangkat dan dikemas dengan baik sehingga pembaca dapat memahami inti acara tersebut.
Pernyataan sikap bersama oleh Komnas Perempuan juga seringkali mendapatkan tempat di media. Meskipun tidak selalu semua media cetak dan elektronik dating, namun representasi dari media tersebut sudah cukup mewakili media di Indonesia. Bila kita analisa pemberitaan tentang acara tersebut adalah mengenai Perempuan di wilayah konflik. Bagaimana perempuan berjuang di daerah konflik dan bagaimana pula pemerintah mengabaikan para perempuan di wilayah konflik, seperti Papua dan Poso. Pernyataan media yang menyatakan bahwa para perempuan tersebut masih rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, stigmatisasi dan kekerasan dalam kehidupan publik dan pribadinya.
Diskriminasi terhadap pemilih perempuan dan perempuan kandidat legislatif juga menjadi berita yang banyak dipilih media massa dalam pemberitaannya, khususnya terkait pemilu. Dengan mengutip pendapat salah satu komisioner Komnas Perempuan, berita tersebut diangkat The Jakarta Post, yang mengungkapkan, misalnya, tentang adanya kerentanan dan intimidasi serta berbagai bentuk diskriminasi terhadap pemilih dan caleg perempuan. Intimidasi bisa datang dari kandidat legislatif laki-laki dan para suami terutama yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Para suami biasanya memaksa isterinya untuk memilih partai “favorit” suaminya. Selain itu, berita yang berkembang kaitannya dengan pernyataan wakil ketua Komnas Perempuan yangmenyatakan agar tidak memilih caleg yang diskriminatif terhadap persoalan bangsa, terutama kaum perempuan dan memiliki komitmen dalam memperjuangkan hak rakyat. Isu penting lainnya terkait Pemilu adalah pesan Komnas Perempuan untuk memanfaatkan peluang pemilu sebagai ajang perempuan membela diri; memilih calon berkualitas untuk mencegah meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, konferensi pers Komnas Perempuan juga dimuat. Isi konferensi pers tersebut adalah penghimbauan partai politik untuk memberikan dukungan bagi calon anggota legislatif perempuanya agar dapat menjadi bagian integral dari kepemimpinan politik bangsa. 

Isu strategis lainnya adalah Perda-perda diskriminatif khususnya yang bernuansa agama. Berita yang muncul adala bahwa Komnas Perempuan merekomendasikan agar pemerintah pusat dan daerah segera membatalkan demi hukum semua kebijakan daerah yang diskriminatif dan melanggar hak-hak asasi warga negara di mana banyak terjadi kasus diskriminasi terhadap perempuan dan minoritas. Signifikasi lain pembatalan adalah sebagai dasar tanggungjawab begara bagi pemenuhan HAM. Pernyataan Komnas Perempuan ini muncul pada saat peluncuran Laporan Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembnagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa. Kompas, Suara Pembaruan, Surat Kabar Dialog dan The Jakarta Post memuat berita sejenis. 152 Perda diskriminatif yang lahir merupakan Perda diskriminatif. Rekomendasi Komnas Perempuan mendapat tempat tersendiri di surat kabar Kompas, yaitu seruan agar pemerintah segera membatalkan semua kebijakan daerah yang diskriminatif dan melanggar hak asasi warga dan meminta MA untuk meningkatkan daya tanggap terhadap permohonan uji materi terkait Perda diskriminatif. 

Beberapa tema lainnya seperti kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah konflik, misalnya di Poso di mana pelakunya adalah petugas operasi pemulihan keamanan pasca konflik. Berbagai bentuk kekerasan yang dialami mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. 

Catatan Akhir Tahun (Catahu) Komnas Perempuan juga banyak dikutip oleh dan dimuat di beberapa media. Salah satu yang diangkat adalah meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2008 yang  meningkat hingga 200 persen dari tahun sebelumnya yang sebagian besarnya terjadi di dalam rumah tangga (KDRT) seperti diungkapkan oleh Suara Pembaruan, Sriwijaya Post, Republika, dan endonesia.com di mana kekerasan ekonomi menempati posisi teratas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, utamanya KDRT. Dalam surat kabar lain, yaitu Kompas, diberitakan, ada empat kelompok korban yang membutuhkan perhatian khusus: perempuan dari kelompok minoritas agama, miskin, pekerja hiburan, dan pembela hak asasi manusia. Kekerasan yang dilakukan oleh pejabat publik, kepala daerah, anggota legislatif, dan pendidik seperti dungkapkan oleh salah satu Komisioner Komnas Perempuan juga menjadi sorotan media. Malah, di salah satu surat kabar online, dimuat judul ”Waspadai Empat Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan,” yang mengutip salah satu ucapan komisioner. Diskriminasi dan kekerasan terhadap Ahmadiyah yang juga menjadi bagian dari laporan tahunan KP tersebut juga diangkat media, selain UU Pornografi yang menjauhkan perempuan dari pemenuhan hak asasinya, sampai pada persoalan buruh/pekerja migran. Hal yang menggembiarakan juga adalah dimasukkannya rekomendasi KP dalam salah satu terbitan tentang Catahu tersebut yang bertepatan dengan Peringatan Perempuan Hari Perempuan Sedunia. Sementara media lain mengangkat isu yang sangat spesifik dalam Catahu, yaitu perlindungan korban pelecehan seksual yang masih terjadi karena terbentur mekanisme sehingga penyelesaiannya berlarut-larut. 

Isu lain yang juga ikut dikawal Komnas Perempuan adalah pembuatan RUU Peradilan Agama yang menurut Komnas Perempuan sejalan dengan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Berita terkait hal ini dikuak Tempo, meski hanya memberikan porsi yang sangat kecil bagi dukungan terhadap RUU ini. 

Tahun 2008

Beberapa isu yang muncul yang menjadi prioritas liputan media, di antaranya adalah

1. Hasil konferensi pers seusai pertemuan dengan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di mana Komnas Perempuan diberitakan mengharapkan dukungan Presiden dalam menuntaskan berbagai aksi kekerasan terhadap perempuan baik di dalam rumah tangga, dunia pekerjaan dan di daerah konflik. Diharapkan, pemerintah dapat menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

2. Pekerja Migran/PRT Migran

Kompas, The Jakarta Post dan Suara Pembaruan memuat berita tentang keberadaan buruh migrant Indoneisa di Arab Saudi. Pernyataan Komnas Perempuan diliput dan bahkan dikutip. Meski tidak banyak memberikan ruang bagi KP, namun Kompas secara mendalam mengupas persoalan pekerja migran. Salah satu yang dikutip misalnya adalah mendesaknya dilakukan audit terhadap mekanisme perekrutan, penempatan dan perlindungan dan pemetaan secara mendetail di setiap lini. Komnas Perempuan memberi komentar terhadap terbitnya laporan pengungkapan pelanggaran hak asasi manusia terhadap buruh migran yang bekerja sebagai PRT oleh Human Rights Watch (HRW).
3. Diskirminasi terhadap Ahmadiyah
Beberapa surat kabar cetak memuat temuan Komnas Perempuan tentang diskriminasi terhadap jamaah Ahmadiyah. Dikatakan, perempuan dan anak-anak justru mengalami penderitaan dan diskriminasi berlapis dalam kasus kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah ini. Ada 23 kebijakan yang dijadikan rujukan dan panduan dalam masyarakat untuk menyerang Ahmadiyah dan kebijakan ini harus dicabut karena peraturan-peraturan tersebut dapat dijadikan legitimasi bagi siapa saja untuk menyerang atau melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah. Koran Tempo malah menggelar juduk “23 Kebijakan Picu Kekerasan terhadap Ahmadiyah”.

4. Kekerasan Seksual pada Mei 1998

Catatan Komnas Perempuan terhadap temuan Pelapor Khusus Kekerasan Seksual Mei 1998 menjadi hal yang penting untuk diangkat. Kekerasan seksual yang terjadi tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah karena hingga saat ini pemerintah belum menindaklanjuti Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998 dimana telah terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan yang mayoritas merupakan etnis Tionghoa. Pelapor Khusus Komnas Perempuan, Prof. Saparinah Sadli, menyatakan, seperti yang diungkap pers bahwa korban kekerasan Mei memang ada dan mereka masih terus bungkam yang salah satu tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa aman dalam dirinya. Pelapor Khusus mempunyai rekomendasi khusus untuk Komnas Perempuan, yaitu membangun kesadaran kolektif atas terjadinya tragedi kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998. 
5. Kontrol Negara atas Tubuh Perempuan 

Perempuan sebagai alat mobilisasi dukungan dan kontrol terhadap tubuh dan perilaku perempuan dan pembatasan terhadap kelompok agama yang berbeda. Hal ini diungkapkan dalam Catatan Refleksi 10 Tahun Reformasi yang dikelurkan Komnas Perempuan seperti dikutip media. Misalnya Kompas mengambil judul “10 Tahun Tanpa Perubahan Berarti.” Diungkapkan data oleh Komnas Perempuan bahwa telah berlangsung pemiskinan berkelanjutan di masyarakat dan buruknya kualitas pembangunan. Namun, pemerintah daerah justru sibuk membuat perangkat peraturan sebagai alat politisasi identitas perempuan yang merupakan tantangan terbesar dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia seperti dinyatakan oleh Wakil Ketua Komnas Perempuan. Alat politisasi identitas yang paling populer adalah kontrol terhadap tubuh dan perilaku perempuan.
6. Penolakan Masyarakat Sipil terhadap RUU Pornografi

Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat berkumpul di Komnas Perempuan dan mereka menolak rencana pengesahan RUU pornografi yang dinilai diskriminatif dan berpotensi mengkriminalisasi dan mengorbankan perempuan dan anak-anak. Berita ini diungkapkan mediadengan judul “Perempuan dan Anak-anak Berpotensi Dikriminalisasi”.
7. Kebijakan Negara masih setengah hati
Menurut Komnas Perempuan, seperti diberitakan Kompas, di penghujung 10 tahun reformasi, sebagian besar  kebijakan nasional hak asasi manusia masih buta jender, baik secara substansi maupun implementasinya sehingga menyebabkan penegakan HAM perempuan masih terus menjadi ruang yang diperebutkan. Namun sayangnya berita ini tidak dimuat di beberapa surat kabar, baik cetak maupun elektronik dan online yang lain.
8. Pengadilan HAM yang tidak berperspektif gender

Komnas Perempuan menginisiasi penyusunan sebuah kurikulum pendidikan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis gender yang ditujukan bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan penggiat HAM yang kemudian menghasilkan buku tiga volume. Menurut Komnas Perempuan, terus berlangsungnya kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis gender disebabkan salah satunya oleh lemahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai hal tersebut sehingga Komnas Perempuan berupaya membangun konsep tentang kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis gender. 

9. Perempuan dan Anak sebagai Korban Trafficking. 
Berdasarkan catatan Komnas Perempuan 2005-April 2006, sekitar 900 perempuan yang menjadi korban trafficking (52% dijadikan PRT dan 17% dipekerjakan sebagai PSK) dan berdasarkan laporan dari Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, ada 700 perempuan Indonesia dijadikan budak seks di negeri orang.
Tahun 2007

1. Pejabat Publik sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terbanyak. 
Pemaparan ini disampaikan oleh Ketua KP dalam paparan “Kekerasan Terhadap Perempuan 2006 di Jakarta”. Yang paling banyak menjadi pelaku KDRT adalah pejabat publik atau negara, termasuk  seringkali justru dilakukan oleh anak di bawah umur 17 tahun dan kasus buruh migran juga sangat tinggi angkanya, seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, diskriminasi dan kekerasan lainnya.  Bentuk kekerasan lainnya juga dialami para perempuan pengungsi, baik akibat konflik bersenjata maupun bencana alam dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Acara ini dikemas dalam jumpa pers tentang Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan yang digelar di Komnas Perempuan. Hampir semua media meliput hal yang sama, missalnya soal pejabat publik sebagai pelaku kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan yang paling sering dialami perempuan dan bahkan ada yang menyebutkan prosentasenya per daerah dan ranah terjadinya kekerasan tersebut dan pelakunya. Media Inmdonesia cukup kritis dalam menuliskan laporan ini. Ini diperlihatkan pada keberaniannya dalam menulis aparat hukum yang belum sensitif terutama dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual dan sistem hukum yang ada di Indonesia masih mengandalkan pembuktian, sehingga untuk kasus perkosaan akan menjadi sangat sulit. Isu lainnya yang juga diangkat adalah masih seringnya menggunakan KUHP daripada UU No. 23 Tahun 2004 dalam mengadili kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. 
2. Banyaknya Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan di Pemerintash Daerah (Perda) yang Diskriminatif terhadap perempuan. Seharusnya kebijakan tersebut tidak kontradiktif dengan semangat UUD 1945, yaitu adanya persamaan hak asasi manusia antara perempuan dan laki-laki. Otonomi daerah seahrusnya tidak malah menjadi masalah bagi perempuan. Hal ini diungkapkan oleh media dengan judul “Perda Harus Hargai Hak Perempuan.”

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
Banyaknya tema yang diangkat media mengenai kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa KDRT ini telah menjadi persoalan yang sangat serius di Indonesia dan diakuinya KDRT sebagai bentuk kejahatan (crime), meskipun penanganannya masih jauh dari maksimal apalagi sampai menjadi kasus hukum di pengadilan dan sampai diselesaikan di meja hijau yang berakhir dengan keadilan dan pemenuhan hak korban dan hukuman bagi pelaku. Merespon hal ini, Wakil Ketua Komnas Perempuan mensinyalir bahwa KDRT yang masih menjadi delik aduan itulah yang antara lain membatasi upaya penghapusan KDRT, selain lemahnya hukum acara UU Penghapusan KDRT. Polisi, jaksa dan hakim masih banyak yang memakai KUHP untuk kasus KDRT, belum memakai UU PKDRT. 
4. Perda Tangerang yang Melanggar Hak Perempuan
Perda ini menjadi isu tersendiri yang cukup menarik diangkat oleh beberapa media elektronik. Berita yang dimuat adalah terkait dengan keputusan Mahkamah Agung yang telah menolak permohonan Judicial Review yang diajukan Komnas Perempuan dengan alasan dari segi prosedural. Menurut Komnas Perempuan kemungkinan adanya pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah, asas yang sangat penting dalam upaya penegakan HAM dan sangat diskriminatif terhadap perempuan dan hal ini merupakan ancaman besar terhadap integritas perempuan khususnya dalam hal upaya pembatasan hak perempuan oleh Negara. MA seharusnya menjadi sebuah lembaga hukum yang independen yang mempunyai tanggungjawab menjaga agar jaminan hukum dan hak-hak perempuan terpenuhi. Hal ini banyak diungkap media setelah mengikuti Siaran Pers Komnas Perempuan.
5. Penyampaian Laporan Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh 
Laporan ini memokuskan diri pada pengalaman perempuan Aceh korban konflik bersenjata dalam mencari keadilan. Acara ini dikemas dalam sebuah dialog publik pelapor khusus KP untuk Aceh di Jakarta. Pelapor khusus ini merupakan salah satu mekanisme kerja di KP untuk memantau kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan. KP sendiri sampai saat ini mempunyai dua pelapor khusus yaitu Samsidar untuk Aceh dan Lis Marantika Mayoloa untuk Poso. Dari laporan tersebut, ditemukan 103 kasus kekerasan yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam dimana 59 persen atau 61 kasus adalah kasus kekerasan seksual. Sebuah media online, Mitrifica e-News lebih mengangkat isu praktek pelaksanaan ketentuan daerah tentang syariat Islam di Aceh, misalnya mengangkat kasus “korban razia jilbab” pada tahun 2000, di mana ada sekitar 40 orang yang menjadi korban; eksekusi hukuman cambuk sebagai tontonan publik. Komnas Perempuan sendiri seperti diungkapkan media tersebut merekomendasikan anggota dewan legislatif setempat untuk meninjau ulang isi Qanun dan melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Qanun secara reguler, serta meninjau ulang pelaksanaan hukum cambuk. 
6. Pengiriman Surat Desakan ke MA 
Surat ini disampaikan kepada MA sebagai desakan terhadap lembaga tersebut agar bisa mengeluarkan surat edaran untuk pendamping saksi korban pada kasus non kekerasan dalam rumah tangga. Pendampingan itu termasuk pendampingan hukum dan psikologis. Menurut salah satu Komisioner Komnas Perempuan, Sri Wiyanti, seperti diliput media, dalam KUHAP memang selama ini tidak mengatur hak saksi korban untuk mendapat pendamping. Komisioner Komnas Perempuan yang lain, Deliana Suyuti menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana untuk tindak pidana kekerasan terhadap perempuan masih menganut sistem konvensional dan belum terpadu, masing-masing pihak belum mempunyai persepsi yang sama untuk penanganan kasus terhadap tindak kekerasan. 
V. Liputan Non Kegiatan 

Beberapa lpiutan media massa terhadap Komnas Perempuan di luar program, antara lain:
· Profil Ketua Komnas Perempuan dengan judul tulisan “Keindonesiaan Kamala Chandrakirana”
· Profil Salah satu Komisioner 

· Wawancara dengan Ketua Komnas Perempuan, Kamala Chandrakirana, dengan judul tulisan “Perlu Membumikan Nilai-nilai Agama”, “HAM Kita Diakui Dunia” dan salah satu Komisioner Komnas Perempuan, Ita F. Nadia, dengan judul wawancara “Belajar Mendengarkan Suara Korban”

· Jamuan Presiden kepada para tokoh perempuan yang salah satunya adalah Ketua Komnas Perempuan pada acara makan siang di Istana Merdeka
· Surat klarifikasi dari Komnas Perempuan terhadap interview the Jakarta Post dengan Titiana Adinda mengenai status pekerja Titiana di Komnas Perempuan yang telah berakhir.

· Beberapa pernyataan Komisioner Komnas Perempuan yang dikutip oleh media menjadi hal yang sangat berarti dalam perguliran isu perempuan di Indoenesia. Masyarakat Indonesia yang sangat haus dengan informasi dan ingin tahu bagaimana tanggapan Komnas Perempuan mengenai satu hal/tema tertentu dapat terjawab dari beberapa komentar mereka di media. Misalnya komentar Deliana Sayuti Ismudjoko mengatakan bahwa perempuan Indonesia masih kekurangan perlindungan hukum yang diakibatkan oleh para penegak hukum yang masih bias gender. Perlu adanya sistem pengadilan yang berperspektif gender untuk mengakomodir perspektif perempuan dalam proses hukum, demikian usulnya. Pernyataan Deliana yang lainnya, seperti dikutip media massa, misalnya perlunya mendukung regulasi yang dapat melindungi perempuan dengan mendorong agar hakim dan pelaksana hukum (prosecutors) mempunyai perspektif gender dan dapat membantu perempuan korban kekerasan. Pernyataan Tati Krisnawaty seperti dikutip oleh salah satu media online, Tati Krisnawaty “MoU Rekuitmen dan Penempatan Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga Indonesia di Malaysia yang baru ditandatangani ini ternyata masih jauh dari upaya melindungi hak asasi buruh migran pekerja rumah tangga.” Nota Kesepahaman itu menurutnya melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, melegitima system perdagangan buruh migrant dan memberikan peluang terjadinya perbudakan modern berlangsung. 
· Menjadi rujukan ketika orang membiacarakan jumlah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia atau menulis mengenai data-data isu perempuan. Misalnya seperti dikutip oleh Asisten Deputi Urusan Kualitas Hidup Perempuan Kementerian Koordinator Bidang Kesra RI, pardjoko; Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor Hj. Fauziah Diani Budiarto dalam sebuah seminar peranan  perempuan dalam kepemimpinan di Jawa Barat; Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Dra. Masita Djaja. Salah satu tulisan menyebutkan data dari Komnas Perempuan mengenai 16 produk kebijakan yang membatasi ruang gerak, cara berpakaian dan perilaku perempuan dalam rangka kesusilaan dan moralitas. 
· Kampanye perlindungan buruh migran PRT yang diselenggarakan CARAM Asia, Komnas Perempuan dan Solidaritas Perempuan.
· Tulisan salah satu Komisioner Komnas Perempuan, Arimbi Heroepoetri mengenai “Tantangan Perempuan Adat di Indonesia”; Abd A’la dengan tema: “Perempuan Perkebunan Kelapa Sawit.”
· Penilaian Komnas Perempuan bahwa nota kesepahaman atau MOU mengenai tata cara perekrutan dan penempatan buruh migran Indonesia di Malayusia yang ditandatangai oleh pemerintah dua Negara di Bali 13 Mei 2006, sebagai suatu paket perbudakan modern. 
· Beberapa pelaporan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan
· Beberapa acara dialog, seminar atau workshop. Misalnya dialog nasional “Perempuan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi: Tantangan Bersama untuk Membela Para Pembela” di Jakarta. Salah satu pembicara dialog tersebut adalah Ketua Komnas Perempuan, seperti diungkapkan media massa. Menurutnya KP tidak pernah mempermasalahkan program Keluarga Berencana, namun ia meminta pemerintah agar memberikan informasi secara luas kepada masyarakat tentang dampak dari jenis alat kontrasepsi tersebut. KB harus menjadi hak reproduksi perempuan dan perempuan sendiri yang menentukan akses kontrasepsinya. 

· Ada informasi penting yang diangkat salah satu media (Voice of Human Rights). Media ini mengangkat isu yang tidak banyak diangkat oleh media lainnya pada saat konferensi pers “Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan”, yaitu daerah konflik rawan kekerasan terhadap perempuan. Ada peningkatan secara signifikan terhadap kekerasan yang dilakukan aparat TNI. Salah satunya adalah karena sistem hukum TNI belum jelas sehingga menyebabkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan oleh anggota TNI sulit terselesaikan. Ketua Komnas Perempuan seperti dilansir media tersebut, menyerahkan 142 data kasus kekerasan terhadap perempuan oleh aparat TNI kepada Panglima TNI Djoko Suyanto untuk segera ditindaklanjuti.
· Perempuan di daerah konflik menjadi sorotan tersendiri bagi beberapa media. Sebut saja, Suara Pembaruan misalnya yang lebih mengangkat kasus pelecehan seksual, perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang lainnya di daerah konflik sangat sulit dilacak karena adanya rasa takut korban untuk melapor ke aparat keamanan, seperti diungkapkan media dengan mem-praphrase pernyataan salah satu Komisioner Kp, Sri Wiyanti Eddyono. Untuk itu yang perlu diperhatikan adalah pendampingan terhadap korban, sehingga sosialiasai terhadap upaya atau cara pengaduan, penginformasian kepada penegak hukum dan masyarakat agar korban berani melaporkan dan masyarakat menjadi peka terhadap korban amat penting untuk segera dan tetap dilakukan.

VI. Komentar, Kritik, Masukan dan Harapan terhadap Komnas Perempuan

· Kritik menyangkut banyaknya data-data kekerasan yang dilaporkan ke polisi diajukan ke Komnas perempuan. Hal ini ada kaitannya dengan pernyataan Ketua Komnas Perempuan, Kamala Chandrakiranan yang mengungkapkan pendampingan korban dan penyelesaian kasus secara hukum, namun Ia tidak dapat menyebutkan berapa jumlah kasus yang telah dilaporkan ke polisi. Ia mengungkapkan, data tersebut belum cukup. 

· Dalam tulisan bertajuk “Perempuan Mencari Keadilan Hukum” dan “Diusulkan Dibentuk Pengadilan Khsusus Perempuan”, ada respon dari Kepala Divisi Pembinaan Hukum PolriIrjen Dr Teguh Soedarsono mengenai berbagai masukan yang berdasar pengalaman lapangan yang menantang agar Komnas Perempuan mengusulkan ada peradilan khusus untuk perempuan. Ini diungkapkannya sebelum workshop KP “Integrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam RUU KUHAP.” Usulan ini direspon oleh Deliana Sayutyi dengan menyatakan bahwa usulan untuk membentuk pengadilan khusus perempuan justru akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
· The Globe Journal tanggal 29 Juni 2009 memuat berita dengan judul “Masalah Jilbab, Pemda Aceh Kritik Komnas Perempuan.” Menurut Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, selain aktivis perempuan di Aceh, aktivis perempuan di Jakarta juga menentang syariat Islam di Aceh; hal tersebut juga dilakukan oleh Komnas Perempuan sendiri, dengan alasan ketentuan wajib jilbab bagi perempuan melanggar kebebasan perempuan dalam berekspresi. “Seharusnya kritik menyangkut pelaksanaan syariat Islam dilihat secara jelas latar belakang yang ada, bukan semata-mata hak manusia untuk berekspresi, karena jika hal ini yang menjadi acuan masih sangat banyak daerah lain yang dianggap kontroversi,” ujar Irwandi Yusuf.  
VII. Penutup

Secara umum, sebenarnya Komnas Perempuan, terutama kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, sudah banyak mendapat perhatian media massa, baik nasional maupun daerah, baik elektronik maupun cetak, termasuk juga media massa online. Program Komnas Perempuan dalam penguatan hak-hak perempuan di Indonesia bisa dikatakan memiliki “pasar” bagi pembaca media massa di negeri ini. Tentu saja hal ini harus terus dipertahankan mengingat, sekali lagi, peran penting media massa dalam menyosialisasikan program Komnas Perempuan dan program lain untuk penguatan hak perempuan di Indonesia yang sangat penting. Ke depan, Komnas Perempuan bukan saja harus menjaga hubungan baik dengan kalangan media massa, tetapi juga memiliki program khusus agar pemberitaan media massa terkait isu-isu perempuan dan gender bisa benar-benar efektif sebagai bagian kampanye penguatan hak-hak perempuan di Indonesia.
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